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ABSTRAK

Kota Bandung merupakan kota yang terkenal sebagai destinasi wisata dan kuliner serta banyak
dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena itu pajak hotel, pajak
restoran, dan pajak hiburan sangatlah potensial untuk memiliki kontribusi besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Tetapi selain ketiga pajak tersebut, pajak parkir
juga berpotensi untuk berkontribusi terhadap PAD secara signifikan karena pemilik hotel,
restoran, dan tempat hiburan yang menyediakan lahan parkir wajib membayar pajak parkir
kepada Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak dari sektor tersebut
belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sehingga target
yang telah ditetapkan tidak selalu tercapai.

Pendapatan Pemerintah Kota Bandung berasal dari PAD, dana perimbangan,
serta lain-lain pendapatan yang sah. Citra keuangan Pemerintah Daerah akan tercermin dari
besarnya PAD yang diperoleh. PAD Kota Bandung bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Pajak daerah sebagai sumber utama PAD Kota Bandung memiliki dua sistem pemungutan,
yaitu self-assessment system dan official assessment system. Pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, dan pajak parkir merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan
self-assessment system.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penelitian lapangan
melalui wawancara dan dokumentasi serta dengan melakukan studi kepustakaan. Unit
penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) serta
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, dan pajak parkir selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan rata-rata efektivitas
selama 5 tahun, penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir termasuk kategori
efektif sedangkan pajak restoran termasuk kategori sangat efektif, Rata-rata kontribusi
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD adalah termasuk kategori kurang
sedangkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD
adalah termasuk kategori sangat kurang. Penerimaan PAD juga selalu mengalami peningkatan
setiap tahunnya tetapi walaupun termasuk kategori efektivitas cukup efektif, peneimaan PAD
tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Kapasitas fiskal daerah Kota Bandung selalu
meningkat setiap tahun, namun IKFD Kota Bandung mengalami penurunan di tahun 2017.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah
Daerah Kota Bandung diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi wisata yang
terdapat di Kota Bandung serta lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta
sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis
jenis pajak daerah yang lain dan juga memperpanjang periode pengamatan, sementara untuk
wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dan jujur untuk menghitung dan menyetorkan pajak
daerah secara tepat waktu.

Kata kunci: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, Pendapatan Asli Daerah.



ABSTRACT

Bandung City is a city that is famous as a tourist and culinary destination and is visited by
many tourists both domestically and abroad, therefore the hotel tax, restaurant tax, and
entertainment tax are very potential to have a large contribution to the Bandung’s regional
own-source revenue (PAD). But in addition to the three taxes, parking taxes also have the
potential to contribute significantly to PAD because the owners of hotels, restaurants and
entertainment venues that provide parking lots are required to pay parking taxes to the
Regional Government. But in reality, tax revenue from the sector is not optimal because there
are still many taxpayers who have not paid taxes so the target set is not always achieved.

Bandung City Government revenue are derived from PAD, balanced funds,
and other legal income. The financial image of the Regional Government will be reflected in
the amount of PAD obtained. Bandung City's PAD is sourced from local taxes, local charges,
separated local wealth management results, and other valid PAD. Local tax as the main source
of Bandung City's PAD has two collection systems, namely the self-assessment system and the
official assessment system. Hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and parking tax are
local taxes that are collected using a self-assessment system.

The type of research used in this study is descriptive research. The data used
in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are done in two
ways, specifically by conducting field research through interviews and documentation and by
conducting library studies. The research unit in this study are the Financial and Asset
Management Agency (BPKA) and the Regional Revenue Management Agency (BPPD) of the
City of Bandung.

The results of this study are hotel tax revenue, restaurant tax, entertainment tax, and
parking tax always increase every year. Based on the average effectiveness for 5 years, hotel
tax revenue, entertainment tax, and parking tax are included in the effective category while
the restaurant tax is included in the very effective category. The average contribution of hotel
tax revenue and restaurant tax to PAD is less than the average category while the average
contribution of entertainment tax revenue and parking tax to PAD is very less. Acceptance of
PAD also always increases every year but even though its effectiveness included in the quite
effective category, acceptance of PAD never reaches the target set. Bandung City’s regional
fiscal capacity always increases every year, but Bandung City s IKFD has decreased in 2017.
Based on these results, some suggestions that can be given are the Bandung City Government
is expected to be able to map and explore the potential of tourism in Bandung City and further
improve supervision, control and socialization to taxpayers. Also, the next researcher is
expected to be able to analyze other types of local taxes and also extend the observation period,
while taxpayers are expected to be more obedient and honest in calculating and depositing
local taxes promptly.

Keywords: Hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax, regional own-source
revenue
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak daerah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Bandung yang rata-rata capaiannya 92,20% selama kurun waktu 2013-2017
(www.humas.bandung.go.id), sementara sumber lainnya berasal dari retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
PAD merupakan tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian suatu daerah, karena
itu PAD harus dikelola secara optimal untuk menumbuhkan daya saing daerah serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (www.bppk.kemenkeu.go.id).

Kota Bandung menerima 9 dari 11 pajak daerah yang ada, yaitu pajak
bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
Dan Bangunan. Sedangkan dua pajak yang tidak diterima Kota Bandung adalah pajak
sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan batuan karena karena Kota
Bandung tidak memiliki sumber daya tersebut. (www.jabar.tribunnews.com).

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan kota
terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk
(www.huseinsastranegara-airport.co.id). Kota Bandung merupakan salah satu kota
tujuan utama pariwisata. Menurut Kepala Disbudpar Kota Bandung, pada tahun 2017
lalu Kota Bandung dikunjungi oleh sekitar 6,9 juta wisatawan, baik wisatawan dari
luar negeri maupun wisatawan dari dalam negeri (www.jabarprov.go.id). Pada tahun
2015, Bandung juga termasuk dalam lima destinasi wisata kuliner unggulan yang
ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (www.destinasibandung.co.id).

Dilansir dari www.cnnindonesia.com, berdasarkan survei independen
yang dilakukan pada tahun 2015 terhadap wisatawan nusantara dan wisatawan
mancanegara di situs jejaring sosial, Facebook, Bandung menempati urutan pertama
sebagai kota terfavorit di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Bandung
juga masuk urutan kelima se-Asia Pasifik dan urutan ke-21 di dunia terkait pariwisata.

Berdasarkan Indeks Pariwisata Indonesia (IP1) yang diluncurkan oleh Kementerian



Pariwisata pada tahun 2016, Kota Bandung memiliki nilai IPI sebesar 3,39 dan
menempati  peringkat ke-7 dari 505 kabupaten dan kota se-Indonesia
(www.tribunnews.com).

Menurut Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Jawa Barat,
pertumbuhan permintaan produk kuliner Bandung rata-rata melampaui 10 persen per
tahun (www.republika.co.id). Tingginya pertumbuhan permintaan tersebut ditunjang
oleh kuatnya brand Bandung sebagai pusat wisata kuliner (www.republika.co.id).
Karena itu pemain baru di industri kuliner Kota Bandung terus berdatangan, bahkan
banyak juga kalangan artis yang membuka usaha kuliner di Kota Bandung.

Sebagai kota yang menjadi destinasi wisata dan kuliner, maka pajak
hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan seharusnya sangatlah potensial untuk
berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung secara signifikan. Tetapi selain ketiga
pajak tersebut, pajak parkir juga berpotensi untuk berkontribusi signifikan terhadap
PAD karena pemilik hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menyediakan lahan
parkir wajib membayar pajak parkir kepada Pemerintah Daerah. Dengan semakin
berkembang dan bertambahnya jumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan, maka
penyelenggaraan tempat parkir juga ikut bertambah sehingga pajak parkir pun
potensial untuk berkontribusi secara signifikan terhadap PAD Kota Bandung.

Berikut disajikan PAD Kota Bandung tahun 2014 sampai tahun 2018:

Tabel 1.1.
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018

(dalam ribuan rupiah)

Tahun PAD

2014 1.716.057.298
2015 1.859.694.643
2016 2.152.755.704
2017 2.578.457.420
2018 2.571.591.786

Sumber: BPKA Kota Bandung



PAD Kota Bandung dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terus
mengalami peningkatan, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2018.
Sebenarnya di tahun 2017, penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang telah
ditetapkan, yakni hanya mencapai 295 miliar dari target sebesar 300 miliar
(www.news.detik.com). Walaupun pajak restoran selalu mencapai target yang
ditetapkan, namun sebenarnya potensinya dalam meningkatkan PAD masih lebih
besar karena pada tahun 2016 terdapat 1425 restoran di Kota Bandung yang tidak
membayar pajak (www.galamedianews.com). Dilansir dari www.jabarprov.go.id,
hingga bulan Januari 2017, BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kota
Bandung telah mengeluarkan 550 surat teguran pertama kepada wajib pajak hotel dan
restoran di Bandung.

Pajak hiburan juga masih dapat ditingkatkan mengingat pertumbuhan
tempat hiburan baru di Kota Bandung yang cukup pesat. Menurut Perda Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hiburan seperti diskotik, karaoke, klab
malam, pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari jumlah pembayaran yang
harus diterima, tetapi para pemilik tempat hiburan sulit untuk membayar sesuai aturan,
dan selama ini hanya membayar 10 persen saja (www.jabarprov.go.id). Selain itu,
masih banyak pemilik toko dan pengunjung yang tidak mengetahui bahwa memarkir
kendaraan di toko maupun di luar batas jalan, seperti di minimarket atau hotel harus
sesuai aturan agar dapat ditarik pajaknya. Selama ini mereka yang memarkir
kendaraannya di tempat-tempat tersebut hanya membayar parkir sesuai kemauan saja
(www.jabarprov.go.id).

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan
pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan self assessment system.
Sayangnya, hingga tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Bandung masih
rendah, yakni hanya sekitar 360.000 wajib pajak yang membayar pajak atau sekitar
48% dari total wajib pajak yang mencapai 750.000 orang (www.koran-sindo.com).
Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
penerimaan pajak daerah dari sektor ini, seperti dengan menyebarkan ratusan tapping
box ke hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat potensial pajak lainnya sejak
tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bandung juga meluncurkan



aplikasi yang dapat mempermudah pelayanan wajib pajak. Aplikasi tersebut bernama
E-SATRIA (Self Assessment Tax Reporting Application).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung tersebut
merupakan implementasi strategi mencapai misi nomor 4 (empat) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014-2018,
yaitu “Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan”
(www.perpustakaan.bappenas.go.id). Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui
penerimaan pajak daerah merupakan salah satu indikator kinerja dalam misi tersebut,
oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk periode 2014-2018. Semakin tinggi
PAD suatu daerah maka Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) juga akan semakin
tinggi. IKFD yang tinggi mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat relatif rendah. Didukung dengan potensi pariwisata yang sangat baik
dan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan pajak daerah, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir memiliki
kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Bandung untuk periode 2014-2018.
Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(BPKA) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?
4. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak parkir
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?



5. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah serta
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian
ini:
1. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
2. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
3. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak parkir
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
5. Menganalisis tingkat pertumbuhan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah

serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, dan pajak parkir.

2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam
mengkaji masalah yang sejenis atau berkaitan dengan topik ini secara lebih
mendalam.

3. Bagi pembaca
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terutama di

bidang perpajakan.



1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
setiap daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk
mengelola sumber daya yang ada.

Pendapatan Pemerintah Kota Bandung berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Citra keuangan
Pemerintah Daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh. Ketika suatu
daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berarti daerah
tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya. Hal tersebut juga
mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi suatu daerah yang baik dan stabil
(www.bppkad.grobogan.go.id).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung bersumber dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan sumber utama dalam PAD Kota
Bandung yang rata-rata capaiannya sebesar 92,20% selama kurun waktu 2013-2017
(www.humas.bandung.go.id).

Pajak daerah yang diterima Kota Bandung adalah Pajak Bumi dan
Bangunan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir,
pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan
Bangunan. Sedangkan dua pajak yang tidak diterima Kota Bandung adalah pajak
sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan batuan
(www.jabar.tribunnews.com).

Sistem pemungutan pajak daerah ada yang dilakukan dengan self
assessment system maupun official assessment system. Pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah
Dan Bangunan merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan self
assessment system. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang

ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan memperhitungkan, menyetorkan



dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak (www.pajak.go.id).
Sedangkan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan official assessment
system adalah pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak air tanah.

Dengan semakin berkembangnya Kota Bandung sebagai kota untuk
wisata dan kuliner dan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota
Bandung untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir semakin potensial untuk memiliki kontribusi

yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
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